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Abstrak
Kaidah fikih ad-dharar yuzal dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah untuk menghilangkan kemudharatan yang dapat menimbulkan keresahan individu terhadap situasi yang dihadapi. Kaidah ini juga berperan sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam, baik bagi masyarakat umum maupun para ahli fikih, khususnya dalam mencari solusi atas problematika hukum di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah ad-dharar yuzal dalam konteks hukum keluarga. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah ad-dharar yuzal relevan dan aplikatif dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga, seperti dalam menyelesaikan masalah perceraian diakibatkan suami istri yang berjauhan, persoalan mafqud, khulu’, nafkah dan kekerasan dalam rumah tangga.
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Abstract
The principle of ad-dharar yuzal in Islamic jurisprudence serves as a key reference in resolving various problems, particularly those involving harm that may lead to psychological discomfort or distress in individuals. This legal maxim also acts as a guideline in addressing Islamic legal issues, offering a framework that can be utilized by both the general public and Islamic legal scholars (fuqaha) to find appropriate solutions to legal challenges arising in society. This paper aims to examine the implementation of the ad-dharar yuzal principle in the study of family law. The research employs a normative juridical method, through a literature study of primary and secondary sources. The findings conclude that the ad-dharar yuzal principle provides relevant solutions to issues within the scope of family law, such as resolving divorce problems caused by husband and wife being far apart, issues of mafqud, khulu', income and domestic violence.
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A. PENDAHULUAN
Kaidah fikih merupakan salah satu pedoman penting bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya pedoman tersebut, umat Muslim akan kesulitan dalam membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dengan adanya kaidah fikih, umat Islam dapat memahami apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang harus dihindari. Dalam ajaran Islam, Alquran dan hadis dijadikan sebagai sumber utama dalam penetapan hukum dan pedoman hidup.[footnoteRef:1] Seiring perkembangan sejarah hukum Islam, para ulama kerap menghadapi perbedaan pandangan dalam menafsirkan teks-teks nas maupun dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru. Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh variasi dalam pemahaman terhadap teks, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial dan lingkungan tempat para ulama tersebut hidup.[footnoteRef:2] [1:  Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) (Palembang: Noer Fikri, 2019), h. 1.]  [2:  Yusuf Qarḍawi, al-Ijtihad fi al-Syari’ah, al-Islamiyah, terj. Achmad Sya tori, cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 126-127.] 

Pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya membawa perubahan dalam satu bidang tertentu, melainkan juga memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya, perubahan dalam satu sektor akan berdampak pada sektor lainnya, termasuk dalam bidang hukum. Oleh karena itu, perubahan dalam ketentuan hukum merupakan suatu keniscayaan historis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, perubahan zaman, serta perbedaan konteks waktu.[footnoteRef:3] [3:  Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, cet 2 (Jakarta: Paramadina, 1992).] 

Pernikahan dalam Islam didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan adalah ikatan lahiriah antara seorang pria dan wanita untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan memiliki keturunan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[footnoteRef:4] Secara nasional, tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam perspektif Alquran dan hadis, pernikahan bertujuan untuk memenuhi fitrah manusia, menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta menciptakan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.[footnoteRef:5] [4:  Moh Rifa’I, Fiqih Islam (Semarang: PT.  Karya Toha Putra, 1978), h. 453.]  [5:  Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 14.] 

Dalam era modern ini, berbagai persoalan hukum terus berkembang, mencakup bidang muamalah, munakahat, siyasah, jinayah, dan lainnya. Selain Alquran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam, terdapat pula kaidah-kaidah fikih yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah. Salah satu kaidah yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah الضَّرَرُ يُزَالُ (ad-dharar yuzal), khususnya dalam konteks hukum munakahat (pernikahan). Penulisan ini akan membahas pengertian kaidah ad-dharar yuzal, dalil dan asal-usulnya, penerapannya dalam hukum keluarga, serta pengecualian terhadap kaidah tersebut. 

Kajian Teoretis
1. Pengertian Kaidah Fikih
Kaidah fikih merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang disusun berdasarkan hasil ijtihad para ulama terhadap dalil-dalil syar’i, dan digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum atas berbagai persoalan yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan hadis. Kaidah ini bersifat universal, aplikatif, dan fleksibel, sehingga memungkinkan penyesuaian terhadap berbagai kondisi sosial yang terus berkembang, tanpa keluar dari bingkai syariat Islam.[footnoteRef:6] [6:  H.A Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), 15.] 

2. Makna dan Kedudukan Kaidah ad-Dharar Yuzal
Kaidah الضَّرَرُ يُزَالُ (ad-dharar yuzal) secara bahasa berarti “kemudharatan harus dihilangkan”. Kata ḍarar dalam bahasa Arab merujuk pada segala bentuk bahaya, kerugian, atau kondisi yang merugikan pihak lain, baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan yuzāl berarti “dihilangkan” atau “diangkat”. Dengan demikian, kaidah ini menegaskan prinsip bahwa setiap bentuk kemudaratan wajib dicegah atau dihapuskan, baik dalam hubungan individu maupun sosial.[footnoteRef:7] [7:  Abdul Halim, Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, dan Implementasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), 117.] 

Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi SAW: "Lā ḍarar wa lā ḍirār", yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dan Imam Malik, serta diperkuat oleh berbagai ayat Al-Qur’an seperti QS. Al-Baqarah ayat 231 dan QS. Ath-Thalaq ayat 6, yang melarang tindakan yang menyakiti atau menyulitkan pihak lain dalam hubungan keluarga.
3. Fungsi dan Aplikasi Kaidah ad-Dharar Yuzal dalam Hukum Keluarga
Dalam konteks hukum keluarga, kaidah ad-dharar yuzal memiliki nilai praktis yang tinggi, karena dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, ketidakhadiran suami dalam jangka panjang, atau penderitaan psikologis dalam pernikahan. Misalnya, jika seorang istri mengalami kekerasan yang terus-menerus dari suami, maka berdasarkan kaidah ini, ia diperbolehkan menuntut khulu’ atau cerai sebagai bentuk penghilangan kemudharatan.[footnoteRef:8] [8:  Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), 112–113.] 

Kaidah ini juga menjadi dasar dalam campur tangan hakim atau negara dalam menentukan nafkah istri dan anak, ketika suami mengabaikan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kemudaratan yang ditimbulkan oleh suami terhadap keluarganya menjadi alasan intervensi otoritas untuk menjamin hak dan kemaslahatan keluarga.
4. Kaidah Ini dalam Hubungannya dengan Maqashid al-Syari’ah
Kaidah ad-dharar yuzal memiliki hubungan yang erat dengan maqashid al-syari’ah (tujuan-tujuan hukum Islam), khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga kehormatan (hifz al-‘ird), dan menjaga harta (hifz al-mal). Dalam hukum keluarga, penerapan kaidah ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas rumah tangga dan mencegah kerugian bagi anggota keluarga, sehingga tercipta kehidupan yang adil, aman, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai syariat.[footnoteRef:9] [9:  Yusuf al-Qarḍawi, al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyah, terj. Achmad Syaṭori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 103.] 

Rumusan Masalah
1. Bagaimana bentuk penerapan kaidah ad-dharar yuzal dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga, khususnya dalam kasus-kasus yang menimbulkan kemudharatan bagi anggota keluarga?
2. Apa batasan dan pengecualian dalam penerapan kaidah ad-dharar yuzal, dan bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan agar tidak menimbulkan kemudharatan baru yang setara atau lebih besar?
Gap Analisis
Secara normatif (das Sollen), kaidah fikih ad-dharar yuzal yang berarti "kemudharatan harus dihilangkan", merupakan prinsip dasar yang memiliki kedudukan tinggi dalam hukum Islam. Kaidah ini berfungsi sebagai solusi universal untuk menghapuskan berbagai bentuk bahaya, kerugian, atau penderitaan yang menimpa seseorang, baik dalam aspek individu maupun kolektif. Dalam konteks hukum keluarga, kaidah ini seharusnya menjadi pijakan kuat dalam menyelesaikan konflik pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran pasangan, dan berbagai bentuk kezaliman dalam relasi suami istri. Hukum Islam bahkan memberikan ruang tindakan hukum seperti perceraian, khulu’, serta intervensi hakim demi menjaga kemaslahatan dan mencegah bahaya yang berkelanjutan.
Namun dalam kenyataannya (das Sein), penerapan kaidah tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Banyak kasus kekerasan rumah tangga atau penelantaran yang tidak segera mendapatkan solusi, karena adanya tekanan sosial, ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak hukum yang dimiliki, serta keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan agama. Dalam beberapa kasus, korban justru memilih untuk tetap bertahan dalam hubungan yang merugikan karena takut stigma sosial, atau karena ketergantungan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum yang seharusnya melindungi belum sepenuhnya diinternalisasi atau didukung oleh sistem sosial dan hukum yang memadai.
Selain itu, hukum Islam juga menetapkan bahwa dalam menghilangkan kemudharatan, tidak boleh menciptakan kemudharatan baru yang sepadan atau lebih besar. Namun, dalam praktik, penyelesaian masalah seringkali justru menimbulkan dampak negatif lanjutan, seperti konflik perebutan anak, stigmatisasi terhadap perempuan pasca perceraian, atau tekanan dari keluarga besar. Ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan dalam syariat belum selalu dipertimbangkan secara utuh dalam implementasinya.
Demikian pula, meskipun hukum memberi kewenangan kepada hakim atau negara untuk campur tangan dalam penyelesaian kemudharatan—seperti menetapkan nafkah atau perlindungan terhadap anggota keluarga—faktanya proses hukum sering berjalan lambat dan prosedural. Korban seringkali terjebak dalam birokrasi yang rumit, atau menghadapi aparat yang kurang responsif.
Dengan demikian, terdapat kesenjangan nyata antara kaidah fikih yang ideal dan fleksibel dalam merespon kerugian individu (das Sollen), dengan kenyataan sosial dan kultural yang kompleks serta tidak kondusif (das Sein). Kesenjangan ini memperlihatkan perlunya upaya serius untuk menjembatani norma hukum dan realitas sosial, melalui peningkatan literasi hukum masyarakat, reformasi kelembagaan, dan pendekatan kontekstual yang berpihak pada keadilan dan kemaslahatan.
Penelitian Terdahulu
Penelitian ini mengangkat topik penerapan kaidah fikih ad-dharar yuzal secara spesifik dalam konteks hukum keluarga Islam. Fokus utama dari penelitian Anda adalah menelaah bagaimana kaidah tersebut tidak hanya menjadi prinsip teoritis dalam fikih, tetapi juga sebagai solusi yuridis dan sosial dalam menangani berbagai bentuk kemudharatan dalam rumah tangga, seperti kekerasan, penelantaran pasangan, pengajuan khulu’, hingga intervensi hakim dalam penetapan nafkah. Penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan maqashid al-syari’ah dan menganalisis batasan serta pengecualian dari kaidah tersebut agar tidak disalahgunakan. Pendekatan ini menunjukkan kebaruan dalam konteks akademik dan implementatif.
Sementara itu, beberapa penelitian terdahulu memiliki perbedaan fokus dan cakupan sebagai berikut:
1. Sufriyadi Ishak (2020) dalam jurnal Al-Mizan membahas bentuk turunan dari kaidah ini, yaitu al-dharar la yuzal bi al-dharar (kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lain). Penelitian tersebut berfokus pada aspek normatif dan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, namun belum menelaah penerapan kaidah tersebut secara khusus dalam konteks hukum keluarga, apalagi melalui pendekatan aplikatif terhadap kasus-kasus perceraian atau kekerasan rumah tangga. Di sinilah letak perbedaan utama dengan penelitian Anda, yang memberikan fokus kontekstual terhadap relasi keluarga Muslim kontemporer dalam bingkai kaidah fikih tersebut.[footnoteRef:10] [10:  Sufriyadi Ishak, “Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan,” Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah 7, no. 2 (2020): 120–135.] 

2. Ismail Pane dkk. (2024) dalam Jurnal Payung Sekaki menjelaskan penerapan kaidah ad-dharar yuzal dalam berbagai aspek hukum Islam, khususnya terkait dengan kondisi darurat seperti pandemi COVID-19. Penelitian ini menyoroti kaidah tersebut sebagai dasar fatwa dan fleksibilitas syariat dalam situasi darurat, tetapi tidak membahas aspek hukum keluarga secara spesifik. Penelitian Anda menambahkan perspektif baru dengan fokus pada ruang lingkup munakahat, serta memberikan analisis multi-tingkat darurat dan hajat dalam keluarga yang belum tergarap dalam penelitian tersebut.[footnoteRef:11] [11:  M. Ismail Pane dkk., “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal,” Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman 1, no. 2 (2024): 86–97.] 

3. Sichah dan Suprihatin (2017) dalam Jurnal Maslahah meneliti faktor-faktor pembatalan perkawinan di pengadilan agama. Meskipun membahas kasus keluarga, penelitian ini tidak menjadikan kaidah ad-dharar yuzal sebagai kerangka analisis utama. Sebaliknya, penelitian Anda memberikan pembacaan mendalam terhadap kaidah tersebut sebagai landasan normatif untuk menjustifikasi pemutusan ikatan pernikahan akibat kemudharatan.[footnoteRef:12] [12:  Sichah dan Suprihatin, “Analisis Deskriptif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi,” Jurnal Maslahah 8, no. 2 (2017): 75–100.] 

Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah:
1. Menjelaskan konsep dan dasar hukum kaidah fikih ad-dharar yuzal, baik dari sisi bahasa, istilah, maupun sumber hukumnya dalam Al-Qur’an, hadis, dan pendapat ulama.
2. Menganalisis penerapan kaidah ad-dharar yuzal dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran pasangan, pengajuan khulu’, serta peran hakim dalam mencegah kemudharatan keluarga.
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kemudharatan yang relevan dalam konteks rumah tangga, dan menjelaskan tingkatan darurat, hajat, serta manfaat dalam aplikasinya menurut kaidah fikih.
4. Mengkaji batasan dan pengecualian terhadap penerapan kaidah ad-dharar yuzal, guna memastikan bahwa penggunaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan baru.
5. Mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum Islam (das Sollen) dan realitas sosial (das Sein) dalam penerapan kaidah ad-dharar yuzal pada masyarakat Muslim kontemporer.
B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam penerapan kaidah fikih ad-dharar yuzal dalam hukum keluarga Islam, baik dari sisi teori maupun implementasinya dalam konteks sosial dan yuridis. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kaidah tersebut digunakan sebagai prinsip dasar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, serta hak istri dalam mengajukan khulu’ atau mendapatkan perlindungan hukum.
Secara spesifik, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempelajari hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, serta peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks ini, kaidah ad-dharar yuzal dijadikan sebagai instrumen analisis utama dalam memahami prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap kemudharatan dalam keluarga.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelusuri dan mengkaji norma-norma hukum Islam mengenai kaidah ad-dharar yuzal, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami makna dan ruang lingkup kaidah tersebut dalam perspektif hukum Islam secara lebih filosofis dan teoritis. Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif untuk melihat sejauh mana terdapat kesenjangan antara norma hukum Islam yang ideal (das Sollen) dengan kenyataan praktik di lapangan (das Sein), khususnya dalam kehidupan keluarga Muslim modern.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur’an, hadis, kaidah fikih, serta kitab-kitab fikih klasik yang membahas tentang kemudharatan dan prinsip perlindungan dalam keluarga. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta buku-buku hukum Islam kontemporer yang relevan dengan tema penelitian.
Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-interpretatif, yakni dengan menggambarkan dan menginterpretasikan makna dari setiap konsep, norma, dan praktik yang berkaitan dengan kaidah ad-dharar yuzal. Analisis dilakukan dengan mengaitkan antara teks hukum dengan realitas sosial yang terjadi, sehingga dapat dipahami bagaimana kaidah ini dapat diaplikasikan dalam konteks hukum keluarga secara praktis. Penelitian ini juga melakukan analisis evaluatif untuk menilai efektivitas dan kelayakan penerapan kaidah tersebut dalam menjawab tantangan hukum keluarga kontemporer.
Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah yang tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan tentang kaidah fikih, tetapi juga menawarkan pendekatan solusi yang aplikatif dan relevan terhadap persoalan keluarga dalam masyarakat Muslim dewasa ini.
C. PEMBAHASAN
1. Pengertian Kaidah
الضَّرَرُ يُزَلُ [footnoteRef:13] [13:  Jalal al-Din al-Suyuti, Al-Asybah Wa an-Naza’ir Fi Qawa’id Wa Furu’ Fiqh Asy-Syafi’iyah (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), h. 83.] 

“kemudharatan itu harus dihilangkan”
Secara etimologis, kata dharar berarti kekurangan atau kondisi yang merugikan.[footnoteRef:14] Secara istilah, ad-dharar diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang secara mutlak menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Segala perbuatan yang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain dikategorikan sebagai dharar.[footnoteRef:15] [14:  Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, cet 14 (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), h. 819.]  [15:  Abdul Helim, Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep dan Implementasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), h. 110.] 

Adapun kata yuzal berasal dari akar kata zaala–yaziilu–zaalatan, yang berarti “dihilangkan”, dan dalam bentuk pasif bermakna bahwa segala bentuk kerugian harus dihapuskan atau dihindari.[footnoteRef:16] Kaidah ini menekankan pentingnya menjauhkan manusia dari segala bentuk tindakan yang membahayakan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.[footnoteRef:17] [16:  Ibnu Mandzur, Lisan al-’Arab, Jilid I (Kairo: Darul Ma‘arif, tt), h. 1901.]  [17:  Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa‟id Fiqhiyyah, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 17-19.] 

Mengenai istilah ad-dharar dan ad-dhirar, sebagian ulama menyamakan keduanya. Namun, ada pula yang membedakan ad-dharar merujuk pada perbuatan yang membahayakan orang lain secara umum, sedangkan ad-dhirar adalah tindakan membahayakan yang dilakukan dengan cara yang tidak disyariatkan. Menurut al-Khusyani, ad-dharar adalah perbuatan yang menguntungkan pelaku namun merugikan orang lain, sedangkan ad-dhirar adalah perbuatan yang tidak memberi manfaat bagi pelaku dan justru membahayakan pihak lain.[footnoteRef:18] [18:  Ismail Pane dkk., “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal,” Jurnal Payung Sekaki; Kajian Keislaman 1, no. 2 (2024): h. 89.] 

Selain pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula pandangan lain yang menyatakan bahwa baik lafaz ad-dharar maupun ad-dhirar sebenarnya memiliki makna yang serupa, namun berbeda dalam hal objeknya. Ad-dharar merujuk pada perbuatan yang menimbulkan bahaya atau kemudaratan terhadap diri sendiri, sedangkan ad-dhirar merupakan tindakan yang tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang lain, baik satu individu maupun lebih. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa makna ad-dhirar memiliki konsekuensi yang lebih serius dibandingkan ad-dharar, karena dampaknya mencakup pihak lain.[footnoteRef:19] [19:  Darmawan, Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), h. 36.] 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih ad-dharar yuzal bermakna bahwa segala bentuk bahaya atau kemudaratan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, harus dihilangkan dan dicegah semaksimal mungkin.
Tingkatan Kemudharatan
Istilah dharurat dalam hal ini mengacu pada situasi bahaya yang menimpa seseorang, di mana tidak ada alternatif lain yang dapat menggantikannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa keadaan darurat mencakup situasi yang mengancam jiwa atau menyebabkan hilangnya anggota tubuh. Sementara itu, kebutuhan (hajat) merujuk pada kondisi yang jika ditinggalkan akan menyebabkan kesulitan, namun masih memungkinkan untuk diatasi dengan alternatif lain. Namun, perlu ditekankan bahwa penggunaan kaidah ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Banyak orang yang menyalahgunakan kaidah ini dengan mengambil dispensasi tanpa memperhatikan ketentuannya. Syarat-syarat tersebut antara lain: Pertama, dharurat dapat diatasi dengan melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang. Kedua, Tidak terdapat solusi lain yang bisa dipilih. Ketiga, Tindakan terlarang yang diambil memiliki dampak atau risiko yang lebih kecil dibandingkan bahaya darurat yang dihadapi. [footnoteRef:20]  [20:  Risdianto, Rini Fatma Kartika, dan Usman Alfarisi, Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Masa Covid-19 (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2023), h. 15.] 

Adapun tingkatan-tingkatan kondisi darurat dalam kaitannya dengan kaidah ini dapat dibagi menjadi lima, di antaranya:
a. Dharurat: yaitu keadaan kritis di mana jika tidak segera ditangani, dapat membahayakan jiwa seseorang. Contohnya adalah seseorang yang sangat kelaparan, dengan kondisi tubuh lemas, wajah pucat, dan berkeringat dingin. Dalam keadaan seperti ini, diperbolehkan baginya mengonsumsi makanan yang haram untuk menyelamatkan nyawanya.
b. Hajat: yaitu kondisi yang jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kesulitan atau penderitaan, namun tidak sampai mengancam jiwa. Dalam kasus ini, tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang haram, kecuali jika kebutuhan tersebut telah dianggap masyhur (jelas dan umum diketahui), baik bersifat umum maupun khusus. Contohnya adalah larangan pria memakai pakaian sutra, namun apabila seseorang mengalami penyakit kulit parah yang hanya bisa dikurangi dengan memakai kain sutra, maka diperkenankan baginya untuk menggunakannya.
c. Manfaat: yaitu kebutuhan manusia untuk menjalani kehidupan yang layak. Dalam tingkatan ini, hukum diterapkan sebagaimana mestinya karena hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Contohnya adalah konsumsi makanan pokok seperti beras, ikan, dan lauk-pauk lainnya, yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia.
d. Zienah: merujuk pada kebutuhan tambahan yang bersifat sekunder, misalnya seseorang yang terbiasa makan dengan lauk sederhana, tetapi menginginkan makanan yang lebih mewah. Kebutuhan ini tidak mendesak, namun tetap menjadi bagian dari keinginan hidup yang nyaman.
e. Fudhul: adalah kebutuhan berlebih, yaitu ketika seseorang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi masih menginginkan sesuatu secara berlebihan hingga menyebabkan tindakan melanggar, seperti mengonsumsi makanan haram atau syubhat. Dalam kondisi seperti ini, berlaku prinsip sadd adz-dzari’ah, yakni menutup pintu-pintu yang dapat mengarah pada kemudaratan.[footnoteRef:21] [21:  Muhammad Harfin Zuhdi, Qawa’id Fiqhiyah, cet 5 (Sekarbela: CV Elhikam Press Lombok, 2023), h. 148.] 

Menurut Abdul Qadir Audah, terdapat empat syarat dalam kondisi darurat yang membolehkan seseorang melakukan perbuatan yang semula dilarang, yakni: 
a. Terdapat ancaman serius terhadap jiwa atau anggota tubuh, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.
b. Kondisinya mendesak dan tidak dapat ditunda penanganannya. Misalnya, seseorang yang kelaparan belum dibolehkan memakan bangkai sebelum benar-benar berada dalam kondisi kelaparan yang membahayakan jiwa.
c. Tidak ada alternatif lain untuk mengatasi kondisi darurat tersebut kecuali dengan melakukan pelanggaran. Jika kondisi tersebut masih dapat diatasi dengan melakukan perbuatan yang mubah (boleh), maka pelanggaran tidak dibenarkan. Contohnya, orang lapar yang masih bisa memperoleh makanan halal tidak diperbolehkan memakan yang haram. 
d. Perbuatan pelanggaran yang dilakukan harus dibatasi hanya sebatas kebutuhan mendesak. Artinya, hanya boleh dilakukan sebatas cukup untuk menyelamatkan jiwa, bukan untuk memenuhi keinginan atau berlebihan.[footnoteRef:22] [22:  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid I (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 48.] 

Kaidah fikih ad-dharar yuzal memiliki kedudukan penting dalam kerangka hukum Islam, terutama dalam menjawab permasalahan rumah tangga yang bersifat dinamis dan kompleks. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam memberikan solusi atas permasalahan sosial yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, dengan tetap berpegang pada prinsip perlindungan dan keadilan.
Dalam konteks keluarga modern, muncul berbagai bentuk kemudharatan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis dan emosional, seperti kekerasan verbal, pengabaian emosional, hingga tekanan mental dalam relasi pernikahan. Bentuk-bentuk kemudharatan seperti ini tidak selalu ditemukan dalam teks-teks klasik, namun dalam praktik seringkali menyebabkan penderitaan berkepanjangan. Dalam hal ini, kaidah ad-dharar yuzal hadir sebagai pijakan syar’i untuk mendorong penyelesaian melalui jalur hukum yang melindungi hak-hak korban.[footnoteRef:23] [23:  Halim, Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, dan Implementasi, 122.] 

Penerapan kaidah ini juga sangat selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘irḍ), dan menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl). Ketika sebuah pernikahan justru menjadi sumber kehancuran moral, psikologis, dan bahkan fisik, maka mempertahankan pernikahan tersebut bukan lagi menjadi tujuan syariat. Sebaliknya, penghapusan mudarat melalui perceraian atau khulu’ menjadi bagian dari realisasi maqashid hukum itu sendiri.[footnoteRef:24] [24:  Yusuf al-Qarḍawi, al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1988), 76–78.] 

Dalam beberapa fatwa kontemporer, prinsip penghilangan mudarat ini bahkan dijadikan alasan utama dalam memberikan keputusan hukum, seperti pembolehan talak karena kekerasan, pemberian hak asuh kepada pihak yang lebih amanah, hingga penetapan kewajiban nafkah oleh hakim terhadap suami yang lalai.[footnoteRef:25] Artinya, ad-dharar yuzal tidak hanya berfungsi dalam tataran normatif, tetapi juga digunakan secara aktif dalam pengambilan keputusan di pengadilan agama. Dengan demikian, kaidah ini mampu menjembatani antara nilai-nilai normatif Islam dengan tantangan hukum keluarga kontemporer, seperti meningkatnya angka KDRT, perceraian yang tidak sehat, serta praktik pernikahan yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, fungsi kaidah bukan sekadar interpretasi hukum, melainkan juga instrumen rekonstruksi hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. [25:  Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI (Jakarta: Erlangga, 2011), 144–146.] 

Namun demikian, penerapan kaidah ini tidak dapat dilakukan secara serampangan. Harus ada pembuktian objektif bahwa benar terjadi kemudharatan yang signifikan. Di sinilah pentingnya prinsip kehati-hatian (iḥtiyāṭ) dan pertimbangan maslahat dalam menetapkan suatu perkara, agar penghilangan satu kemudharatan tidak menciptakan kemudharatan baru yang sama atau bahkan lebih besar.[footnoteRef:26] Dengan demikian, kaidah ad-dharar yuzal berfungsi sebagai instrumen hukum yang sangat relevan dan kontekstual dalam sistem hukum keluarga Islam. Ia menjadi dasar argumentatif untuk menegakkan perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan, sekaligus sebagai wujud nyata dari nilai-nilai syariat yang responsif terhadap dinamika kehidupan rumah tangga umat Islam saat ini. [26:  Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, 132.] 

2. Dalil dan Asal Kaidah
Ayat-ayat Alquran dan Hadis yang menjadi dasar kaidah,
 antara lain:
a. Alquran
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 
173.  Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173).[footnoteRef:27] [27:  Ibid., h. 26.] 

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍۗ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗوَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ  
231.  Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya,69) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al Baqarah: 231).[footnoteRef:28] [28:  Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 37.] 

۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 
233.  Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).[footnoteRef:29] [29:  Ibid., h. 38.] 

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرٰىۗ 
6.  Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaaq: 6).[footnoteRef:30]  [30:  Ibid., h. 559.] 

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ 
105.  Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu! Orang yang sesat itu tidak akan memberimu mudarat apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, lalu Dia akan menerangkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. (QS. Al Maaidah: 105).[footnoteRef:31] [31:  Ibid., h. 125.] 

Ayat-ayat tersebut menjadi landasan hukum yang menegaskan bahwa segala bentuk kemudharatan harus dicegah dan dihilangkan dari kehidupan sehari-hari, terlebih apabila kemudharatan tersebut mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup manusia.
b. Hadis
[bookmark: _Hlk195350638]لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ[footnoteRef:32] [32:  Ahmad bin Hanbal. Al-Musnad. Jilid 3 hal 267. No hadist: 2867.] 

[bookmark: _Hlk195350661]“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”
حَرَّمَ اللهُ مِنَ المُؤمِنِينَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعَرِضَهُ وَأَن لاَ يَظُنَّ إلاَّ الخَيرَ
“Allah mengharamkan dari orang mukmin, darahnya, hartanya, dan kehormatannya, dan tidak menyangka kecuali dengan sangkaan yang baik” (HR. Muslim).
إِنَّ دِمَاءَكُم وَأَموَالَكُمْ وَإِعرَاضَكُم حَرَامٌ[footnoteRef:33] [33:  H.A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), h. 70.] 

“Sesungguhnya darah-darah kamu semua, harta-harta kamu semua, dan kehormatan kamu semua adalah haram di antara kamu semua” (HR. Muslim).
Kedua hadis yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa harta, darah, dan kehormatan seorang muslim adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, segala tindakan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi seorang muslim sangat dilarang dalam ajaran Islam.[footnoteRef:34] [34:  Zuhdi, Qawa’id Fiqhiyah, h. 145.] 

3. Contoh Kaidah Dalam Hukum Keluarga
الضَّرَرُ يُزَلُ
“kemudharatan itu harus dihilangkan”
Contoh Penerapan kaidah ad-dharar yuzal dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai persoalan hukum keluarga. Misalnya, apabila pasangan suami istri menjalani hubungan jarak jauh dan kondisi tersebut menimbulkan penderitaan baik bagi kedua belah pihak maupun salah satunya, maka kaidah ini menuntut agar kemudharatan tersebut dihilangkan, baik dengan menyatukan kembali pasangan tersebut atau melalui jalan perceraian apabila tidak ditemukan solusi lain. Contoh lainnya, jika seorang suami menghilang dalam waktu yang lama tanpa kabar dan tidak memenuhi kewajibannya, maka istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai kepada hakim guna menghilangkan kesulitan dan penderitaan yang dialaminya.[footnoteRef:35] [35:  Muslim bin Muhammad al-Dusury, Al-Mumti’ fi al-Qawaid al Fiqhiyyah, cet 1 (Riyadh: Dar Zidni, 2007), h. 225.] 

الضَّرَرُ لاَ يُزَلُ باِ الضَّرَر[footnoteRef:36] [36:  al-Suyuti, Al-Asybah Wa an-Naza’ir Fi Qawa’id Wa Furu’ Fiqh Asy-Syafi’iyah, h. 86.] 

“Kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan”
Contoh penerapan kaidah ini adalah dalam kasus khulu’, apabila seorang istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak sanggup lagi bertahan dalam pernikahan, maka ia memiliki hak untuk mengajukan permohonan khulu’ kepada suaminya sebagai upaya untuk menghilangkan kemudharatan atas dirinya.
يُحتَمَلُ الضَّرَرُ الخَاصِ لِأَجْلِ الضَّرَرِ العَامِ[footnoteRef:37] [37:  ’Abd al-Karim Zaidan, Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah (Lebanon: Mu’assasah ar Risalah, 2001), h. 93.] 

“Kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudharatan yang bersifat umum”
Contoh penerapan kaidah ini relevan ketika pemerintah masuk dalam ranah hukum privat, misalnya dalam menentukan dan mengawasi jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada keluarganya, khususnya jika suami enggan memenuhi kewajiban tersebut. Campur tangan pemerintah bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga dari kemudharatan yang ditimbulkan oleh kelalaian pihak yang bertanggung jawab.[footnoteRef:38] [38:  Helim, Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep dan Implementasi, h. 127.] 

الضَّرَرُ لاَ يَكُونُ قَدِيماً[footnoteRef:39] [39:  Az-Zarqa dan Ahmad ibn al-Syeikh Muhammad, Syarh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Beirut: Dar al-Qalam, 1989), h. 101.] 

“kemudharatan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi”
Contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seorang suami atau ayah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota keluarga lainnya, maka tindakan tersebut harus segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Langkah ini penting agar kemudharatan tidak berlanjut dan keselamatan keluarga dapat terjaga.[footnoteRef:40] [40:  Ibid., Helim, Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep dan Implementasi, h. 132-133.] 


دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَولَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ[footnoteRef:41] [41: Majallah Al-Ahkam Al-’Adliyah (Beirut,1876), h. 27, https: //ia804508. us.archive.org /17/items/fiqh11001/fiqh11306.pdf.] 

“Menolak suatu kerusakan lebih diutamakan daripada menarik suatu kemanfaatan”
Contoh penerapan kaidah ini adalah kasus mahasiswa semester awal yang berencana menikah, padahal ia masih bergantung secara finansial pada orang tuanya. Dalam kondisi seperti ini, pernikahan tidak membawa kemaslahatan, melainkan cenderung menimbulkan kemudharatan. Maka, dalam konteks ini, menunda pernikahan merupakan pilihan yang lebih diutamakan untuk menghindari dampak negatif di kemudian hari.[footnoteRef:42] [42:  Helim, Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep dan Implementasi, h. 140.] 

4. Pengecualian Kaidah
a. Kemudharatan dapat dibenarkan untuk tidak dihilangkan apabila usaha penghilangan tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar atau lebih berat tingkatannya. Misalnya, larangan untuk melarikan diri dari medan perang semata-mata demi menyelamatkan diri. Dalam konteks ini, kekalahan dalam peperangan dipandang membawa kemudharatan yang lebih besar bagi umat dibandingkan dengan risiko individu yang gugur dalam pertempuran. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 111, yang menyebutkan bahwa seorang mukmin memiliki dua kemungkinan dalam jihad: membunuh atau terbunuh (fa-yaqtuluna wa yuqtalun). Maka, terbunuh dalam peperangan adalah konsekuensi yang wajar, bahkan bernilai pahala jika niat dan tujuannya sesuai syariat, yakni mati syahid.[footnoteRef:43] [43:  Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, h. 71.] 

b. Demikian pula, kemudharatan tidak dapat dihilangkan apabila penghilangan tersebut justru menimbulkan kemudharatan lain yang sepadan atau setara tingkatannya. Sebagai contoh, seseorang yang kelaparan tidak diperbolehkan mengambil makanan milik orang lain yang juga dalam kondisi kelaparan. Meskipun keduanya menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidup (jiwa), dalam perspektif maqashid al-syari‘ah khususnya dalam aspek hifzh al-nafs (perlindungan jiwa) tindakan tersebut tetap tidak dibenarkan karena tidak ada kemudharatan yang lebih ringan atau lebih berat; keduanya berada pada tingkat yang sama.[footnoteRef:44] [44:  Zuhdi, Qawa’id Fiqhiyah, h. 156-157.] 

c. Kaidah Tidak Berlaku Jika Bertentangan dengan Dalil Qath’i. Kaidah ad-dharar yuzal adalah kaidah yang bersifat zhanni (dugaan kuat) dan aplikatif, sehingga tidak dapat digunakan untuk menentang nash yang qath’i (pasti). Misalnya, seseorang tidak boleh menolak kewajiban waris dengan alasan akan menimbulkan konflik dalam keluarga, karena ketentuan waris diatur secara eksplisit dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini, prinsip penghilangan mudarat tidak dapat digunakan untuk membatalkan hukum yang bersifat pasti.[footnoteRef:45] [45:  Muhammad al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, vol. jilid 2 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997), 129.] 

d. Tidak Berlaku dalam Kasus Kesengajaan atau Kelalaian Sendiri. Jika kemudharatan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak yang bersangkutan, maka kaidah ini tidak serta-merta berlaku. Misalnya, jika seseorang sengaja memasuki pernikahan tanpa kesiapan lahir dan batin, lalu kemudian merasa dirugikan, maka beban tanggung jawab tetap melekat, dan penghilangan mudarat harus mempertimbangkan sebab musababnya terlebih dahulu.[footnoteRef:46] [46:  Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2005), 87–88.] 



D. KESIMPULAN
Kaidah fikih ad-dharar yuzal merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan pentingnya penghilangan bahaya atau kemudharatan, baik yang menimpa individu maupun masyarakat. Tujuan utama dari kaidah ini adalah menjaga keselamatan dan mencegah potensi kerusakan atau bahaya. Oleh karena itu, setiap hal yang berpotensi menimbulkan kemudharatan harus diupayakan pencegahannya sejak dini. Kaidah ini bersifat universal dalam ruang lingkup fikih, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti mu’amalah (hubungan sosial dan ekonomi), munakahat (pernikahan dan keluarga), siyasah (pemerintahan), dan jinayah (pidana). Bahkan dalam kondisi darurat, kaidah ini dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya haram, dengan catatan tetap memperhatikan batas kebutuhan (ad-darurat tuqaddaru bi qadariha) dan tidak melampaui ketentuan yang ditetapkan syariat.
Dalam konteks hukum keluarga Islam, kaidah ini memiliki relevansi tinggi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran pasangan, gugatan khulu’, dan intervensi hakim terhadap kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi anggota keluarga.
Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah ad-dharar yuzal tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga memiliki nilai aplikatif yang selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa, kehormatan, dan ketenteraman keluarga. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan ideal yang tercermin dalam kaidah tersebut (das Sollen) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (das Sein), yang mengindikasikan perlunya penguatan literasi hukum, pendekatan kontekstual, dan respons sistem hukum terhadap dinamika keluarga modern. Dengan demikian, kaidah ad-dharar yuzal dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem hukum keluarga Islam yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi pada perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan.








DAFTAR PUSTAKA
Az-Zarqa, dan Ahmad ibn al-Syeikh Muhammad. Syarh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah. Beirut: Dar al-Qalam, 1989.
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum  Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000.
———. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000.
———. Pokok-Pokok Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press, 2005.
Dusury, Muslim bin Muhammad al-. Al-Mumti’ fi al-Qawaid al Fiqhiyyah. cet 1. Riyadh: Dar Zidni, 2007.
Dzajuli, H.A. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah  Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2006.
Dzajuli, H.A. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2006.
Halim, Abdul. Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, dan Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
Helim, Abdul. Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
Ibrahim, Duski. Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). Palembang: Noer Fikri, 2019.
Indonesia, Departemen Agama Republik. Alquran dan Terjemahan. Bandung: Diponegoro, 2005.
Ishak, Sufriyadi. “Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan.” Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah 7, no. 2 (2020): 120–35.
Madjid, Nurcholis. Islam Doktrin dan Peradaban. cet 2. Jakarta: Paramadina, 1992.
Majallah Al-Ahkam Al-’Adliyah. Beirut, 1876. https://ia804508.us.archive.org/17/items/fiqh11001/fiqh11306  .pdf.
Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa MUI. Jakarta: Erlangga, 2011.
Mandzur, Ibnu. Lisan al-’Arab. Vol. Jilid I. Kairo: Darul Ma‘arif, tt.
Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. cet 14. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
Pane, Ismail, M. Ridho Ramadhani, Tutut Sartika Siregar, Akmal Abdul Munir, dan Aslati5e. “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal.” Jurnal Payung Sekaki; Kajian Keislaman 1, no. 2 (2024): 86–97.
Pane, M. Ismail, Ridho Ramadhani, Tutut Sartika Siregar, Akmal Abdul Munir, dan Aslatie. “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal.” Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman 1, no. 2 (2024): 86–97.
Qarḍawi, Yusuf. “al-Ijtihad fi al-Syari’ah, al-Islamiyah, terj. Achmad Sya tori.” cet 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
Qarḍawi, Yusuf al-. al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyah, terj. Achmad Syaṭori. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
———. al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyyah. Kairo: Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1988.
Rifa’I, Moh. Fiqih Islam. Semarang: PT.  Karya Toha Putra, 1978.
Risdianto, Rini Fatma Kartika, dan Usman Alfarisi. Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Masa Covid-19. Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2023.
Sichah, dan Suprihatin. “Analisis Deskriptif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi.” Jurnal Maslahah 8, no. 2 (2017): 75–100.
Suyuti, Jalal al-Din al-. Al-Asybah Wa an-Naza’ir Fi Qawa’id Wa Furu’ Fiqh Asy-Syafi’iyah. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqih Jilid I. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
Washil, Nashr Farid Muhammad, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. Qawa‟id Fiqhiyyah,. Jakarta: Amzah, 2009.
Zaidan, ’Abd al-Karim. Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah. Lebanon: Mu’assasah ar Risalah, 2001.
Zuhaili, Muhammad al-. Ushul al-Fiqh al-Islami. Vol. jilid 2. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.
Zuhdi, Muhammad Harfin. Qawa’id Fiqhiyah. cet 5. Sekarbela: CV Elhikam Press Lombok, 2023.

